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WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALT KOTA SIBOLGA
NOMQR 120 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANS] PEMERINTAH KOTA SIIOLGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : A, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf o
Peraturan Menteri Dalarn Negen Nomnr 77 Tahl;E 2020
tentany Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dperah,

b. bahwa terdapat hal-hal yang belum diator | dalam
Peraturan Wal Kota Sibolga Nomor 200/ 13/ Tahdn 2014
tentang Kcebijakan Akuntansi Pemcrintah Kota Bibolga
dan perubahannya schingga perlu dicabut;

¢. bahwa  berdasarkan  perticnbangan  sebagpimana
dimaksud pada huruf 2 dan huruf b, perlu meadtapkar.
Peraturan Wali Kota tentang Kebijskan Akqntans:
Pemenntah Kota Sibolga;

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun [956 fentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil | dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara {Legibaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia|Nomor
10G2);

Keuangan Negara [Lembacsn Negara Republik [nduncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan [eémbaran [Negara
Republik lndonesia Nomor 42856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 {nlang

3. Urdang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lehbersn
Negara. Republik Indonesia Nomor 4355});

4.ihdang Yrdang...
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Undang-Undang, Nomur 1 Tahun 2022 (gnlang
Perimbangan Kcuangan Antara Pcmcerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lLetpharan
Negara Republhik Indoncsia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun20]4 tentang
pemerintahan  Daerah  {Lembaran Negara  Rdpublik
fndonesia ‘Tahun 2014 Nomor 244, Tamdbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar | 5587)
sebagaimana  telab  beberapa  kali diubah  tgrakhic
dengun Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 {pntang
Peritnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  [(Lembaran Négara Rgpublik
Irdonesia Tahun 2022 Nomeor 4, Tambahan Lembaran
Nepara Repuoblik Tncdonesia Nomar 6757);

Peraturan I'emenntah Nomor 23 Tahun2003 tentang
Penge:olaan  Keuangan Badan Lavaran  Jmuam
(Lembaran negara Republik Indonesia  tabun| 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Regpublik
Indonesia Nomor 4502] sebagaimana  (elah  giubah
dengan Peraturan Pemernntzh Nomor 74 Tahun 2012
tentang Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 temang Pengelolaan Keuangao [Badan
Layanan Umum (Lcmbaran Ncgara Republik indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambghan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5340];

Pcraturan Memernintah Nomor 55 Tahun 2005 tpntang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rdpullik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lentbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 38  Tahun | 20085
Pengelolaan  Kcuangan Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Namor 140, Tambahan
Letnbacan Negara Republik [ndonesia Nomor 457

Peraturan Pemecitah Nomor 71 Tahun 2010 igntang
Standar Akuntansi Pemcernntahan {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomaor S169:

Peraturan  Pemerinlah  Nomor 12 Tahun | 2019
Pengeialaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik [Indencsia. Nomor 6322[;

11 Pergiurnt:...




11. Perarurar. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan  Keuangan Dacrah (Lembaran Negama
Republik Tndoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambpahan
Lembrran Negara Republik Indonesia Nomor 6322))

12. Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaban
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daevah {Berila Negara
KRepublik indoncsia Tahun 2013 Nomor 14235);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomert08Tahun 2016
lentang Penggolongan dan Kodefkase Daraog | Milik
Daergh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun BOL63
Namor 2083,

15. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 90 Tabun 2019
tentane  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Pcrencanaan Pembuangunan den  Kevangen Daerah
(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 20109 Nomer
1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020
teniang Pednman Teknis PengelolaanKeuangan [acrak
iBerila Nvgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781):

17. Peraturan Dac¢rah Kowma SibaotgaNomaorSTahun | 2022
tentang Pokok -Pokuk Pengelivinan Keuangan Daerah
{Lembarar: Daerah Kola Sibolga Tahun 2022 Normgr 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBLJAKAN AKPNTANS]
PEMERINTAH KOTASIBOLGA

BAR 1
KETENTUAN UMU'M
Pasal 1

Dalam Pcraturan Wali Kola ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kota Sibolga
2. Pemerintah Daerih adalih Permerintah Kota Sibolga.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4 Kpuangan...




6.

(C.

1 | il

Keuangar dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintabhan daerah yang
dapat dinilai decngan uang termasuk di dalamnya scgala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban dacerah.

["'cngclolaan Kcuangan Dacrah adalah kescluruhan kegiatan
yvang mehiputi perencanan, pelaksanauan, penalausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
dacrak.

Akuntansi adalah  proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan Xkejadian
keuangan, penginterprestasian alas hasilnys, serta penyajian
pelaporan.

Rerangka Konseptual akuntansi pemerintahan adalah prinsip-
prinsip yang mendasan penyusunan duan  pengembangan
standar akuntansi pemerintahan bagi komite standar
Akuniansi pemerinighan dan merupakan nyukan peot:ng
bay komite standar akuntansi pemerintaian, penvusunan
laporan keoangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan
atas sesuatu masalah yang belum diature secara jelas dalam
pernyataan standar aluntans: pemerintahan.

Standar Akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebat SAP,
adalab prinsip-prinsip Akuntansi yvang di tecapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporsan keuangan pemenniah.
Kebijakan akuntansi l’'cmerintalh Daerah adalah prinsip
prinsip, dasacr-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturac dan
praktek-prakick spesifik yang dipiih oleh Pemenntiah Daerah
sebagal pedoman daiam penyusunan dan menyajikan laporan
keuangan pernerintab daeral untuk memenuht kebuluhan
pengpuana laporan kcuangan dalam mngka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periade maupunan tarentitas.

Sistcm  Akuntansi Pemerintah Dacrah vang  selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkalan sistematik dari prasecdur,
prrnyelenggara, peralatan dan etemen lan untuk mewwjudkan
fungsi akuntansi scjak analisis transaksi sampa) dengzan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemenniah

daerah.

I Berhasis,,,
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Berbesis Akrudl adalah basis akuntansi yang mengakul
pengaruh transaksi dan peristiwa jainnys pada saat transaksi
dan peristiwa itu cerjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi  yvang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa Jainnya pada saat kas ama

sctara kas diterima atau dibavar.

.Bagan Akun Standar yang selunjutnyn disingkat BAS adalah

dafrar kodefikasi dan klasifikasi lerkait transaks keuangat
vang  disusun secara sistematis sebagal pcdoman dalam
pclaksanaan anggaran dan pelaporan keuyangan pemerintah
daerah.

Organisasi Perungkat Narcah vang selanjutnya disingkat OPD
adalahh pcrangkai dacrah peda Pemerintah Daerah selaku
pengRuna anggaran/ pengguna barang,

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjulnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada
Pemerintah [Daerah sclaku  Pengguna
Anggaran/Pengguns  Barang, yang juga melaksanakan
pengeiolaan kewangan dacrah,

Pemepang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Xepala Dacrah vang karena jabatannya mcmpunyal
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

xeuangan daerah.

.PPciabat Pengelola Kevangan Dacrah  sclacjuinya  discbut

PPKD adalah Kcpala SKPKD vyeng mempunyai tugas
melaksunakan pengelolzan APBD dan bertindak sebagai
Berdahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Dacrah adalahpejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi Bendehara Umum Daerah yang
selanjulnya disingkat BUD,

Ecritas pelaporan adalah unil pemerintah vang terdin dari
satu atau lebih entitas akuntansl yang menurut ketentuan
peraturanperundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

20.Endfus



20. Entitas Akuntansi adalah  unit  pemerintahan pcengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wajLk
menyvelengearaken  akuntansi  dan menyusun  laporan
keuangan urtluk digghungkan pada cntitas pelaporan.

21, Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran /penggunadn
barang yang berada diorganisasi perangkat Daerah Kota
Sibolga.

BAB 1]
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pas=al 2

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdin alas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
praktik-praktik spesifik yang dipilih olch pcmerintah daerab
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

{2] Kcbijakan akuntansi dibungun atas dasar  Kerangka
Konseptual Kebijukan Akuntans! Pemeriniah Daerah yang
mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemenntahan.

(31 Kebijakan akuniansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan
akuntans: pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi
akun,

{(4) Kcbijakan akuntansi pelaporan keuangan merauat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

{5) Krbijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pcngukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau
perisowa scsuaj dengan pernyalasn SAP atas :

a. Pemilihan metode akuntansi alas kebijakan akuntansi
dalam SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebifakan akuntansi
dalam SAFP.

(6] Kebijukan akuntansi ini berlaku untuk cntitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dalam
l:ngkup Pemetintah Kota Sibolga.

Fasal 2.




I’'asal 3

Kebijukan akuntansi mengatur penvajian  laporan  keuangan
untuk  twyuan umum  dalam  rangka memngkatkan
keterbandingan lagoran kenangan baik terhadap anggaran, antar
periade, maupun antar entitas akuntansi,

Paszal 41

(1) Kebijakan Akunlans: Pemerintah Daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikuot:

BAH | . KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN
AKUNTANSI

BAR 1T v KEBIJAKAN AKUNTANS[ LAPORAN KEUANGAN

BAG I : KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

BAB IV +  KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

BAH V © REBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

BAB VI +  KEBIJAKAN AKUNTANSI EXUITAS

BAR VI : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

BAB VIl +  KEBIJAKAN AKUNTANS[ BELANJA

BaB (X . KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

BAB X :  KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMRIAY AAN

BAB X1 +  KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

BADG XII : KEBLIAKAN AKUNTANSI BEBAN

BAB XII :  KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN,

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
PERUBAIIAN LESTIMAS] AKUNTANS[, DAN
(OPERAS! YANG TIDAK DILANJUTKAN.

BAB X1V :  KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSES]
JASA - PEMBERI KONSESI

BAB XV :  KEBLIJARAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

BAE XVI :  TENUTUP

(2} Kebjakan Aluntansi Pemerintah Kota Sibolga sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidas
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAR AT



BAB I1I
RKETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wal
Kota Sibolga Nomor 900/10/Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemeriniah Kota Sibolga (Berita Dacrah Kota Sibolga
Tahun 2014 Nomor 8 Seri B) sebagaimana tclah beberapa kal
diubah tcrakhir dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomuor 09
Tahun 202] rentang Perubahan Kccmpat Atas Persturan Wali
Kota Sibolga Nomeor 900/10/Tabun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintabh Kota Sibolga {Berita Dacrah Kota Sibelga
Tahun 2021 Nomor 302), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-bal yang beclum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan
diatur kemudian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
vang berlaku,

Pasal 7

Fecrataran  Wab  Kota i mulai beriaku  pads  tangpal
dinandungkan.

Agar sctiap orang mcngetahuinya, mermerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
delam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggat 31 Desember 2022

WAL] KOTA SIBOLCA,
dto.
JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 466

LAMPIRAN.,,



LAMPIRAN

PERATURAN WAL XDTASIDOINA

SO0 VAP IrAHUN 2022

TENTARG

REBLALAN AKUNTANS|I PEMERINIAH  KOT4
S.30LCA

KEBIJAKAN AKUNTANS! PEMERINTAH DAERAH

KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akumansi permenntah daerah tergirj alas -

1.

Kerangka Konseptual

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuvangan
serta berfungsi sebagar acuan dalam hal lerdapat masalah akuntansi yang selum
dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan
Akuntans) terkait akun laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta barfungsi sebaga
panduan dalam proses pelaporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Akun

Mengatur defimsi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaks atay

peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan danfatau pengukuran di
SAP yang memberikan beberapa pilihan metods

b. Pengaturan yang lebih rinci alas kebijakan pengakuvan danfatau pengukuran yang
ada di SAP

c Pengaturan hal-hal yang bglum dialur SAP




BAB-1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

1.

Tujuan

Tujuan kerangka konssptual akuntansi adalah sebagai acuan dagi
a penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
yang belum dialur dalam kebijakan akuntansi;

b pemeriksa dalam memberiken pendepat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesual dengan kebijakan akuntansi; dan

C. para pengguna laparan kevangan dalam méenafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan
akurransi.

Kerangka konsaptual i berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah
akuntansi yang belum dinyatakan galam Kebijskan Akurtans:

Kebijakan akumtansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih
berdasarkan Standar Akuntansi Pemernntahan untux  ditarapkan dalamn
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemennlah Daerah

Tujuan kebijakan akunlans: adalah mengatur penyusunan dan aenyajian
laporan keuangen pemenntah daerah untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan ketesbandingar laporan keuangan terhadap anggaran dan anfar
periade.

Daiam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan
akuntans), maka kelenluan kebijakan akuntansi ciunggulkan relatif terhadap
kerangka konseptuai ini. Dalam jangka panjang. konfilk demikian diharapkan
dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akurtansi di
masa depan.

Kehijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga adalah prinsip- prinsip akurtansi
yang telah dipiih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyapan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Sibolga yang berpedoman pada Peraturan
Pemerntah Nomor 71 Tahun 2010.

Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas ;

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keyangan,;
Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
Karalkteristik Kyalitalif Laporan Keuangan,
Unsur dan Elemen Laperan Keuangan;
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan,
Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
Asurnsi Dasar;

Prnsip-Prinsip Akuntans: dan Pelaporan Keuangan;
Kendala Informasi Akuntansi; dar

Dasar Hukum

— - T@ "2 Q0T
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Kerangka Konseptua! ini berlaku bagi pelaporan keuangan sel:ap enlitas
akunlansi dan enlilas pelaporan Pemerirlah Daerah, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD, btidak temnasuk perusahaan daerah

B. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN

1.

Peranan Lapcran Keuangan

Lacoran Keuangan Pemeriniah Kola Sibclga disusun unluk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh ransgksi yang
dilekukan oleh Pemerintah Kola Sibelga selama satu penode pedaporan.
Laparan Keuangan Pemerinteh Kota Sibolga terulama digunakar untuk
membandingkan realisasi pendapatan dar belanja dengen anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilar elekbvitas dan  efisiensi
pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraiuran
perundang-undangan.

Pemerintah Kota Sibolga mempunyai kewsjiban unluk melaporkan upaya-
upaya vang ielah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegialan secara sistematis dan lerstruklur pada suatu penode pelaporan untuk
kepentingan.

a Akuntadililas
Memperarggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijjakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kola Sibolga dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara penodik.

b Manaemen
Membartu para pengguna laporan keuangan Pemenntan Kota Siholga
uniuk mengevaluas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Siboiga dalam
perode  pelaporan  sehingga  memudahkan  fungsi  perencanaan.
pengelolaan dan pengendalian a\as selurvh aset dan ekuitas dana
Pemerintah Kola Sibolga untuk Kepantingan masyarakat

¢. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jejur kepada
masyarakat berdasarkan pedimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk  mengetahur secara terbuka dan  menysluruh  alas
pertanggungjawaban Pemenntah Kota Sitolga dalam Pengelolaan sumber
daya yang dipercayskan kspadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undargar,

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan urtuk mengetahui apakah penerimaan
Pemerinlah Kata Sibolga pada penode {aporan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang dialckasikan dan apakah generasi yang akan
datang diasumsikan akan ikut atau tidak menanggung teban pengelaaran
tersebut

Tujuan Pelaporar Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemenntah Kota Sibolga seharusnya menyajikan
informasi yang bermanfeat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabihtas dan membuat keputusan baik keputusan gkonomi. sosial maupun
politik dengan:
a. menyedigkan informasi mengenai apakah penanmaar. periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengefuaran.
3




b  menyediakan informasi mengenan apakah ¢ara memperclen sumbe- daya
ekonomi dan alokasinya telah =esuai dengan anggaran yang ditelapkan
dan peraturan perundang-undangan.

c. menyediakan informasi mengenai jumizh sumber daya ekonomi yarg
thgunakan dalam kegiatan pemenntah serta hasil-hasil yang teiah d:capai

d menysdiakan informasi mengenai bagaimana Pemeriniah Kola Sibolga
mendanai seluruh xegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e. menyediakan infarmas mengenai pasisi keuangan dan kondisi Pemenntah
Keta Sibolga berkaitan dengan sumber-sumber penenmaannya  baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dan
pungulan pajak dan pinjaman.

f.  menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemenniah
Kota Sibolga, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang ditekukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-fujuan tersebut, |aporan keuangan menyadiakan
informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangarvekonomi.
transfer, pembiayaan, sisa kebib/kurang pelaksanaan anggaran, saido anggaran
lebih. surplusidefisit-Laparan Operasional (LO), aset. kewajiban. ekuras dan
arus kas Pemerniniah Daerah

C.PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMAS|

g

Pengguna Laporan Keuvangan

Terdapat beberapa kelompok vtama pengguna laparan keuangan pemerintah

Kata Sibalga, ramun tdak terbatas pada :

a. masyarakat,

b.  para wakil rakyat, [embaga pengawas, dan lembhaga pemeriksa

¢. pihak yang memben atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman;

d. pemerintah yang letsh tngg: (Pemeriniah Provinsi dan Pgmerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi

Infarmas: yang disajikan dalam laporan keuangan hertujuan wrum untuk
memsnuni kebuluhan informasr dari semua kelompok pengguna,

Cengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kata Sibokga kdak gdirancang
untuk memenuhi kebutuhan spesifik darf masing-masing kelompok pengguna.
Namun demikian, berhubung laporan keuangan Pemerintah Daerah berperan
sabagai wujud akuntabiltas pengelalaan keuvangan negara, maka komacnen
laparan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen
informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perurdang-urdangan
{statufory mporis). Selzin itu. Pajak Daerah yang merupakan sutmber ulama
pendapatan asli daerah, perlu mendapat perhatian dalam faporan keuvangan
untuk memenuh kebutithan informasi para pembayar pajak daerah .

Meskipun mermiliki aksas terhadap delall informas: yang tercanturn di daam
laporan keuangan, Pemerintah Kota Sibolga wajib memperhatikan informasi
yang disajkan dalam lapoan keuangan untuk keperiuan perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan.

Kebutuhan informas: tentang kegiatan operasional pemernntahan serta posisi
kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai
apabila didasarkan pada basis akrual, vakni berdasarkeq pengakuan
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munculnya hak dan kewajiban, buxan berdasarkan pada arus kas semata.
Namun, apabila lerdapal ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengharuskan penyajan suatu laporan keuangan dengan basis kas. maka
laporan keuangan dimaksud wajib disajikan damikian

C. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kuaiitatif |aporan keuangan adalah ukuran-ukuran normetif yang
perly diwvjudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapal memenunhi lyjuannya.
Kesmpat karaklenstik tenkut ini merupakan prasyarat normalifl yang diperlckan
agar laporan keuangan pemerintah daerah dapa: memenuhi kualitas yang
dikehendak :

1.

Raolevan

Laporan keuangan pemerintgh daerah dikatakan relevan apabia irformasi
yang lenmuat di dalamnya dapat mempengaruhi kepulusan pengguna laporan
keuangan dengan membaniunya dalam mengevaluasi peristiwa masa 1a:g,
masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengqoreksi hasil evaluasi
pengguna taporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan
keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud
penggunaannya

Informasi yang relevan narus !

a.  Memiliki manfaal umpan balfik {(feedback value} arinya bahwa lsparan
keuangan pemerintan daerark harus memuat infomasi yang
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspeklasinys di masa lalu;

b. Memiliki manfaat predikiif (prediclive vafue), artinya bahbwa laparan
keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
laporan untuk mempredikst masa yang akan datang berdasarkar hasil
masa lalu aan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu, arinya bahwa laporan keuzangan pemenniah daerah harus
disajikan tepal weklu sehingga dapat bempengaruh dan berguna untuk
pembuatan keputusan pengguna kaporan keuangan; dan

d. Lengkap, ertinya bahwa penyajian laporan keuangar pemerintzh dasrah
harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaily mencakup semua
nformast skuntansi yang dapat mempenganyhi pembuatan keodulusan
pengguna laparan.

Andal

Informasi dalam laporan keuwangan pemenntah daarah harus bebas dari
pengemian yang menyesatkan dan kesatahan materal, menyajikan setiap
kenyataan secara jujur. serta dapst divenfikesi. Informasi akuntansi yang
refevan. tetaps jika hakikal atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat manyesatkan

Informasi yang andal harus memenuhi karaktenistik

a. Penygjannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemarnntah daerah
harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi
serla penstiva lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
capat diharapkan untuk disg)ikan,
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b. Dapat diverifikasi (venfiabifily), artinya bahwa laporan keuangan
pemernntah daerah haruss memuat informasi yang dapat diyji, dan apabila
pengujian dlakukan lebih dan sekali oleh pihak yang berbeda, hasinya
harus tetap menunjukkan simpulan yang fidak ja-h berbeda,

c. Netraltas, artinya bahwa laporan keuangan pemerinlah daerah harus
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan untum dan
bias pada kebutuhan pithak terentu. Tidak boleh ada usaha unlak
manyajikan infarmasi yang mengurdungkan pihak tertentu, sementara hal
tersebut akan merugikan pihak laia.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerzh akan
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebeiumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah Jain pada umumnya
Perbandingan dapat dilakukan secara intemal dan ekstemal. Perbandingan
secara Internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan
akuntans! yang sama dart tahun ke tahun Perbandingan secara e<sternal
dapat dilakukan bila pemenntah daerah yang diperbandingkan menerapkan
kebjyakan akuntansi yang sama Apabila pemerintah daerah akan
mengrapkan kebijakar akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
akuntans! yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akunlansi harus
diungkapkan pada pericde terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Infonmasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh
pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk sera istilah yang
disesuaikan dengan batas psmahaman para pengguna laporan. Untuk itu,
pengguna laporan diasumsikan memiliki pengelahuan yang memadai atas
kegiatan dan lingkungan operasi pemenntah daerah, serta adanya kemauan
pengguna laperan unluk mempelajari informasi yang dimaksud.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemernirtah Daerah terdiri dan laporan pelaksanaan anggaran
(budgetary reports), laporan finansial. dan CaLK Laporan pelaksanaan anggaran
tardiri dari Laporan Realisasi Anggaran {LRA) dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial tardiri dari Neraca, Lapaoran Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuilas {LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK} Catatan
atas Laporar Keuangan (CalK) merupakan laparan yang mernngi alau
menjelaskan lebih lanjut atas pospes laporan pelaksanaan anggaran maup.Jn
laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan
pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.,

Laporan kevangan Pemerintah Kola Sibolga berdasarkan jenis unit organisasi

pemerintah daerah terdiri dan:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkkan olsh OPDC sebaga: antitas akuntansi
terdiri dari:
a Laporan Realisasi Anggaran OPC
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b Laporan Operasional (LO) OPD.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) OPD;
d. Neraca OPD;

e. Caletan alas Laporan Keuangan OPD.

2. Laporan Keuangan yang dihasilkan cleh PPKD sebagal entitas akuntansi
terdin dary;
a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD:
b. Laporan QOperasional (LO);
C. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE}:
d. Neraca PPKD.
8. Catatan atas Laporan Keuangan PPKD;

3. Laporan keuangan gabungan (Konsolidasi) yang mencerminkan Laporan
Keuangan Pemerintah Kola Sibalga secara vluh sebagai entitas pelaporan
terdii dari:

Laporan Realisasi Anggaran {LRA) Pemaerintah Kota Sibolga,

Laporan Perubaban Saldo Anggaran Lebih (SAL! Pemerinlah Kota Sibolga;

Neraca Pemerintah Kota Sibolga:

Laporan Operasioneal (LO) Pemerintah Kota Sicolga;

Laporan Arus Kas {LAK) Pemerintah Kola Sibolga;

Laporen Perubshan Ekutas (LPE) Pemerintah Kola Sibclga; dan

Catatan atas Laporan Kauangan Pemeriniah Kota Sibolga

@ @ a0 gw

Laporan keuangan Pemeariniah Kcta Sibolga berdasarkan jenis laporan keuangan
pemedintah daerah terdiri dari

. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran OPD/SKPKD/Pemerintah Kpta Sibolga merupakan

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya

ekoncmi yang dikelola olenh OPD/SKPKD/Pemsrintah Kola Sibolga, yang
menggambarkan perbandingan entara realisasi dan anggarannya dalam satu
rexde pelaporan,

Leporan Realsasi Anggasan menyandingkan realisasi pandapatan-LRA, belanja.

transfer, sumlus/defisit-LRA, dan pembiayzan dengan arggarannya. Tujuan

pelaporan Laporan Realisasi Anggargn adaiah memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran OPD/SKPKD/Pemenntah Daerah secara tersanding.

Penyandingan anlara anggaran dengan realisasinyg menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang teiah disspakal antara legislatif dengan eksekutif

sesuai peraturan perundang- undangan.

Unsur yang dicakup secara fangsung oleh Laporan Realisast Anggaran terdin dari

Pendapatan. Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Masing-masing unsu-

didefimsikan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Daerah alav oleh enlitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjad
hak pemerintah Kota Sibolga dan lidak peru dibayar kembali.

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bandahara Umum Daerah
Pemenntak Kota Sibolga yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperokeh pembayarannya
kembali oleh Pemerintah Daerah.




¢. Transfer adalah penerimaan/pergeluaran uang deri sualu enlilas palaporan
darilkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
bagi hasil.

d. Pemtiayaan {finsncing) adalah saliap penerimaan yang perlu dibayar <embals
danfatau pengeluaran yang akan dterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. yang dalam
penganggaran pemernintan  Kota Sibolga 1erutama dimaksudkan unluk
menutup dehsid atau memanfaalkan surplus anggaran. Penerimaan
pembiayean antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diveslasi
Pengetuaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran <embah
pokok pinjaman, pemperian pinjaman kepada enlitas lan dan penyertaan
modal oleh Pemerintah Kota Sibolga.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA
disusun berdasarkan basis kas. Bilameana anggaran disusun dan dilaksanakan
herdaserkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual

. Laparan Perubahan Sal

Lasoran Perubahan Salde Anggaran Lebih menyajkan infarmasi kenakan alau
pewrunan Saldo Anggaran Letih tahun pelzporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Satda i manyajikan Saldo Anggaran Lebih Awal dari Penggunaan
SAL sabagar Penerimaan Pembiayaan Tshun Bsrjalan ditambah/Oikurangi
dengan Sisa LehinfKurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) serta
ditambah/dikurangi dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tabun Sebelumnya

. Neraca

Neraca OPDISKPKDO/Pemerniah Kota Sibolga wmerupakan {aporan  yang
menggambarkan posisi keuangan OPD/SKPKD/Pemenntah Kota Sibeolga
mengenai aset. kawajiban dan ekuitas dana pada tanggal lerentu.

Unsur yang tercakup dalam neraca terdinn dar aset. kewajiban dan ekutas dana.
Masing-masing unsur didsefinisikan sebagai berikut .

a. Asst
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah Kota Sibolga sebagai akibat dari peristiwa masa lalu ¢an dan
mana manfaat ekcnomi danfalau sosial di masa depan diharapkan dapat
dipercieh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperiukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya vang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya;
Manfaat ekonomi masa depan yang terwuiud dalam asel adalah polensi aset
tersebut untuk mMmemberkan sumbangan, baik langsung maupun tdak
langsung, bagi kegiatan operasional pemenntah Koia Sibolga, berupa aliran
pendapalan alau penghematan belanja bagi Pemenntah.
Asel diklasifikasikan ke dalam asel lancar dan naalancar. Suatu asel
diklasifikasikan sebagai aset lancar pka dibarapkan segera untuk dapal
direalisasikan atau dimilki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 {dua
beiag) bulan sejak 1anggal pelaparan. Aset yang tidak dapat dimasukkan
dafam kriterig lersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
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Asel lancar meliputt kas dan setara kas, investasi ;angka pendek. putang,
Panyisihan Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan yang dimiliki
Pemerintah Kota Sibglga.

Asat non lancar mencakup asel yang bersifat jangks parjang, dan asat tak
berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidek langsung urtak
kegiatan pemerintah Kola Sibolga atau yang digunakan masyarakat umum.
Aset nonlancar diklasifikasikan menjad) investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan oleh
Pamenntah Kota Sibokga dengan maksud untuk mendapalkan manfeat
ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode
akuntansi. Inveslasi jangka panjang meliputi investasi nonpermaner. dan
permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang
Nega‘a, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan invesiasi
nonpermanen lainnya. invesiasi permanen antara lan penyertaan modal
Pemenntah Kata Sibolga dan investasi permnanen lainnya.

Aset tetap meliput tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunar. jalan
ingasi dan jaringan, asst tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam
asel lainnya adalah aset tak oprwujud dan aset kerja sama {kemitraan).

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristwa masa lalu yang
penyelesaannya msengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonom
pemerintah Kota Sitclga.

Karaktenstik esensial xewajiban adatah bahwa Pemerintah Kata Sibolga
mempunyai kawajiban masa kini yang dalam penyelesaianaya mengakibatkan
pengorpanan sumber daya ekonomi di masa yang aken datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan ‘ugas atau
tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu Dalam konteks pemerintahan,
kewajiban muncul antara fain karena penggunaan sumber pempoiayaan
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemenntah lan, atau
lembaga intemasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjad sebags
akibat adanya perikatan dengan pihak ketiga atau pemberi jasa lainnya yang
sudah memenuhi prestasi tapi belum dibayer oleh Pemerintah Daerah

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagal konsekuensi dari
kontrak yang mengikat alau peraturan parundang-undangan yarg terdaku
Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban
yang diselesaikan dalam waktu kurang dan 12 (dua telas) bulan setelah
tanggal pelaporan Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban
yang penyelesa:annya dilakukan setelah 12 {dua belas) bulan sejak tanggal
pefaporan.

Ekuitas

Ekuitas adslah kekaysan bersih Pemenntah Kota Sibolga yang merupakan
selisih antara asel dan kewajban Pemenntah Daerah. Salde ekuitas o
Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas
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4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonami yang menambat

ekuitas dan penggunaanya yang dikeiola oleh pemerintah Kota Sibolga untuk

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu perioda pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Leporan Qperaswional terdin darr-

3. Pendapalan-LO
Pendapalan-LQ @&ialah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagei
penambah nilai kekayaan bersihvekuitas dalam periode pelaporan yang
bersangkutan

b. Beban
Beban adalah kewajiban pemerintah Kota Sibolga yang diskui sebagsi
pengurang nilai kekayaan bersih

¢. SurplusiDefisit dari Kegiatan Non Qperasional
Sumlus/Defdisit dan Kegiatan Non QOperasional adalah selisih lebibkurang
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin yang dikelgmpokkan ke
dalam Kegiatan Non Qperasional seperti surplus/defisit penjualan asel lancar,
surplus/defisit penyslesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit
kegiatan operasional Latnnya

d. Pos-pos luar biasa
Pos-pos Luar Biasa adalah pendapalan luar biasa atau beban Iuar tiasa yang
terjadi karena kejadian stau transaksi yang bukan menspakan pparasi hiasa,
tidak diharapkan sering alau sutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
pangaruh entitas bersengkuan.

e. Surplus/Defisit LO
Surplusfdefisit LQ adaslah penjumiahan selisih  lebikkurang anlara
surplusfdefisit kegiatan operasional, kegiatan non gparasional dan Pos Luar
Biasa.

S. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan dan perutahan kas Pemenntah Kota Siboiga selama satu
pencte akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan aras
kas adalah membenkan informasi mengenai sumber. penggunaan, perubahan kas
dan satara kas selama sualu peacde akuntansi dan saldo kas dan setare <as
rada tanggal pelapcran Pade Laporan Arus Kas terdapat nformasi <as
sehubungan dengan aktivitas opesasi, investasi, pendanaan, dan trensilors yang
mencgambarkan saldo awal, penerimaan, paageluaran, dan saldo akhir «as
gemerintah Kota Siboiga selama pericde tertentu.
Unsur yang dicakup dalam Laporan Arys Kas terdiri dar penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing didefnisikan sebagai berikut:
a. Penermaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
Caerah,
b. Pengeluaran kas adalah semua atiran kas yang keluar dari Bendahara Umum
Daerah.

6. Laparan Perubahan Ekuitas

Laparan Perubahan Ekuitas menyajikan infonmasi kenaikan atpu penorunan
ekutas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun ssbelumnya. Penyajian
Laporan Perubahaan Ekuitas dwdapatkan dari  Saldo  ekuilas  awal
ditambah/dikurang:  dengan  surplusidefisd - LQ  t1ahun  berkenaan,
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ditambat/dikurang: koreks: yang disebabkan perubahan kebijakan akuniansi dan
kareksi kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset
tetap dan koreksi lainnya.

. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kola Sibokja meayajikan penjelasan

naralif atau rincian dari angka yang tertera gaiam Laporan Realsasi Anggaran

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasignal, Laporan Perubahan Ekuitas,

Neraca. dan Laporan Arus Kas. Calatan atas Laporan Keuangan juga mencakup

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan

dan informasi lain yang diharuskan den dianjurkan untuk diungkapkan ch dalam

Standar Akuniansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang dige‘lukan

untuk menghasikan penyajisn laporan keuangan secars wajar. Catatan atas

Laporan Keuargan mengungkapkan hal-hal sebagai barikut:

3. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Enhtas
Akunlansi,

b. Menyajikan informasi lentang kebijakan fiskalkeuangan, dan ekonomi makro;

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian targel keuangan selama 1 tabun pelaporan,
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pancapaian target:

d. Menyajikan iaformas tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebakan skuntansi yang dipilh untuk diterapkan atas transa<si-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laparan ksuangar:;

f.  Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbu)
sehubungan dengan pensrapan basis akryal terhadap pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajan vang
wajar, yang hdak disajkan dalam lembar muka (on ke face) laporan
keuangan.

. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntans adalah proses penetapan terpenuhinya kiteria
pancatatan suatu kejadian alau pecistiwa dalam calalan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajban, ekuitas dara,
pandapatan-LRA, belanja. pemb-ayaan, pendapatan-LQ dan beban, sebagaimana
akan termuat pada Lapcran Keuangan Pemerintal Kota Sibotga. Pergakuan
diwujudkan dalam pencatatan jumlah vang lerhadap pos-pos laporan keuangan
yang tarpengaruh oleh kejadian alau pernstiwa terkait.

Krieria minimum yang peslu dipenuhi oleh sustu kejadian atau pensiiwa untuk

diakui yaitu,

1. terdapat kemungkihan bakhwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
kejadian aiau peristiwa tersebld akan mengalr keluar dari atav masuk ke
dalam sntitas Pemerintah Kota Siboiga.

2. kejadian atau peristiwa tersebul mempunyai nilai atau biaya yang dapat Jiukur
atau gapat diestimasi dengan andal.

Dalam mensentukan apakah sualu kejadianfperistiwa memenuhi  wnteria
pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek matenslitas.
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Uraian lebih rinci dari pengakuan unsur laporan keuangan sebagai benkut:

1.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekenomi Masa Depan Terjadi

Dalam krteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat
ekonomi masa depan terjadh digunakan dalam pengertian derajat kepashan
lirggi bahwa manfaal ekonomi masa depan yang berkaitar dengan pos atau
kejadran/penstiwa lersebut akan mengafir dar alau ke entitas pelaporan.
Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lngkungan
operasonal pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melfekal dalsm
arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas daser bukti yang dapat
diperolsh pada saat peayusunan lapcran keuangan.

Keandaian Pengukuran

Kriteria pengekuan pads umumnya ddasarkan pada nilan uang akibat
perisiiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada
kalanya pengakuan didasarkan pada hasil eslimasi yang layak, Apabila
pengu«uran berdasarkan baya dan estmasi yang layak twdak mungkir
dilskukan maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau pefisliwa dapat terjadi apabila kriteria
pengakuan baru terpenubi setelah leradi atau lidak terjadi peristiwa a:au
keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan aset

Asel diakui pada sast potensi manfgat ekonomi masa depan diperoleh oleh
Pemerintah dan mempunyai nilal atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Asal dalam bentuk kas yang dipercleh Pemerniniah antara lain bersumber dari
pajak daerah, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan
kekayaar. negara, (ransfer dan setoran fain-lain sena penermaan
pembigyaen sepertt hasit pinjaman. Proses pemungulan setiap Jnsur
penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau
instansi. Dengan demikian, #tik pengakuan psnenmaan kas oleh Peme‘intah
untuk mendapatkan pengakuan akuntiansi memerukan pengaturan yang lebih
finci. termasuk pengaturan mengenai batasan wakiu sejak uang diterima
sampai penyatorannya ke Rekening Kas Umum Daarah Aset Tidak diskui jika
pengeluaran telah lenfjadi dan manfaat ekonominya dipandang fidak mungkin
diperoleh pemernintah setelah periode akuntansi banalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan atau lefah dilakukan untuk menyelesaikan keavajiban
yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebul mempunyai nilal
oenyelesaian yang dapal diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat
dana pinjaman diterima atau pade saat kewajiban timbul

Pengakuan Pendapatan

Pendanatan-LRA menurut basis kas jika penganggaran masih berbasis kas.
Jka panganggaran berbasis akrual maks Pendapaian-LRA hebasis akruai
Pendapatan-LRA diakui pada saat diternma di Rexening Kas Umurs Dzerah
atau oleh antitas pelaporan. Pendapatan- LO berhasis akrual diakus pada saal
tmbulnya hak atas pendapatan tersebut berupa ketetapan baik SKP atauy
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SKR serta non ketelapan yaitu saat pendapatan direalisasi ke kae daerah
dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonom:

6. Pengakuan Belanja
Belanja menurut basis kas. Belanja diakui pada saat terjadinya pangeluaran
dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan Khusus
pengeluaran malalui bendahara pengeluaran pengakuannya teriadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeduaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyas fungs! perbendaharaan.

7. Pengakuan Baban
Beban menurut basis akrual diakui pada saat bmbulnya kewajiban, 1erjadinya
Konsumsi asset, atau tenadinya penurunan manfaat ekonomi alay potensi
jasa.

F. PENGUXURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuran adalah proses penstapan nilai uang uniuk mengaku dan
memasukkan setiap pos dalam {aporan keuangan Pemenntah Daerah.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Sibclga
menggunakan nilai peralehan hislons.
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aget tersebut
Kewajiban dicatat sebesar nilar rupiah yang diharapkan akan dibayarkan untuk
mamenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Kewajiban dicatat sebesar nilai
wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemeriniah untuk memenuh
kewajiban yang bersangkutan,
Pengukuran pas-pos laporan keuangan manggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonverskan terlebih
dshulu {menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mala
uang rupiah.

G. ASUMSI DASAR
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan
yang diterimea sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan
akuntansi dapat diderapkan yang terdiri atas
1 Asumsi kemandirian enilas:
2 Asumsi kesinambungan enhitas;
3. Asumsi keterukuran daiarn satuan uang (monetary measurement)

Asumsi-asumsi dasar tersebut dijelaskan sebagal beriku
1. Kemandiriapn Entitas

Asumsi kemandifian entitas, yang berarti bahwa unit pemeriniah daersh
sebagal entitas pelaporan dan entitas akunansi dianggap sebagai unit yang
mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sehingga hdak terjadi kekacsuan antar unit pemsnintahan dalam pelaporan
kevangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asums: ini adalah adanya
kewenangan entitas unluk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan
tengoung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelotaan asel dan
sumber daya Oi luar neraca untk kepenbngan yurisdiksi tugas pokoknys,
13




lermasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,
utang piutang yang terjad: akibal pembustan keputusan entitas, sera
terlaksana tidaknya program dan kegialen yang telah ditetapkan.

Entilas di pemerintah daerah terdisi alas Entitas Peleporan dan Enttas
Akuntansi. Entitas Pejaporan adalah unit pemeriniahan yang terdiri dari satu
atau lebih entilas akuntansi yang menurut kelentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan
Keuangan Psmenntah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerinlahan yang mengeiola angga-an.
kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan manyajikan
laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselerggarakannya untuk
digabungkan pada entitas pelaporan,

2. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa
pemerintah daerah akan berlanpd keberadaannya dan tidak bermaksud untuk
melakukan hkuidasi.

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measuremani)

Laporan keuangan pemerinlah daerah karus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengen satuan bang. Hal ni diperukan agar
memungkinkan dilakukannya analigis dan pengukuran dalam akunlansi.

. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sabagai keiealusn yang
harus dipahami dan ditaali oleh penyelenggara skuntansi dan pelaporan
keuargan pemenntah daedah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna
laporan dalam memahami lapcran kevangan yang disajikan

Beriut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaparan
keuangan pemsrintah daerah:

Basis akuntansi

Pr:nsip rilai hustoris;

Pnnsip realisasi

Prinsip substansi mengungguli mangungguli formalitas:

Prinsip pariodisitas;

Prins:p konsistensi;

Prinsip pgngungkapan lengkap dan

Prinsip pényariaa wajas

D ND RN S

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Jaerah
adalah basis akrual., unluk pengakuan pendapatan-LO. beban. asel
kewapnban. dan ekuras dana. Daiam hal peraturan perundangan mewajiokan
disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka enttas waijib
menyajikan iaporan demikian,

Basis akrual unluk Laporan Operasional berarti banwa pendapatan diakui
pada saat hak untuk memperoleh pendapatan talah terpenuhi walaupun Kas
belum dilesima di Rekening Kas Umum Daerah alau oleh entitas pelaporan
dan bekan diekui pada saal kewatiban yang mengakibalkan penurunan nila
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kekayaan bersih lelah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau enlitas pelaporan

Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam besntuk jasa disgjikan pula
pada Laporan Operasional

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA
disusun berdasarkan basis kas, berani bahwa pendapatan-LRA dan
penenmaan pembigysan diakui pade sast kas diterima di Rekening Kas
Umum Daerab atau oleh enfitas pelaporan; seda belanja. transfer dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah. Namun demvkian, bilamana anggeran disusun  dan
dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun bergasarkan oasis
akrual,

Basis akrual unluk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui
dan dicatat pada saal terjadinya bkansaksi, atau pada saat kejyadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemenntan, tanpa
memperhatixan saal kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Prinsip Nilai Mistoris

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar alav sebesar nilai wajar dani
imbalan (consideration) untuk memperdleh Aset tersehut pada saat
peralehan. Utang dicalat sebesar jumlah kas yang drharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam
pelaksanaan kegiatan pemerntah daerah.

Penggunaan nilai histons lebih dapat diandalkan daripaca nilai yang lain.
karena nilai perotehan lebih obyektif dan dapat divenfikasi. Dalam hal tidak
terdapal nilai historis, dapal digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

. Prinalp Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendspatan basis kes yang tersedia yang telah
diatorisasikan melalui anggaran pemerintah dearah suatyu pericde akuntans
akan digungkan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusua, maka
pendapalan alau belanja basis kas diakui setelah dictorisasi melalus arggaran
dan lelah manambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (meafohing cost ageinst mvenue
prnciple) lidak ditekankan dalam akuntans: pamenniah daerah, sabagaimana
dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

- Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Farmal

Informasi akunlanst dimaksudkan untuk menyajikan dengan waja- transaksi
serta peristwa lain yang seharusnya disajikan, maka transakst atau perisliwa
fain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realiias
gkonomi, bukan hanya mengikuli aspek formalilasnya.

Apabila substensi transaks: alauv peristwa lain tidak konsistenberbeda
dengan aspek formalilasnya, maka hal lersebut harus diungkapkar dengan
Jelas dalam Calalan Atas Laporan Keuangan.

. Prinsip Perlodisitas

Kegialan akuntlansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah periu dikagi
menjadi periode-pendde pelapocan sehingga kinerja pemerintah daerah dapal
digkur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode
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utesma yang digunakan adaiah tahunan, Nemun, periode bulanan, tnwulanan,
dan semesteran juga dianjurkan.

&. Prinsip Konsistensi

Perlakuan ekuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dan
periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan {pringip konsistens. intemal)
Hal im idak berarti bahwa tidak boleh lerjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metods akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai
dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterepkan mampuy
memberikan informas: yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas
perupahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Calatan atas Laporan
Keuangan

7. Pringip Pengungkapan Lengkap {Fuff Disclosure)

Lapcran keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap infermasi
yang dibulubkan olsh pengguna. Infermasi yang dibuluhkan oleh pengguna
iaparan keuangan dapat ditempatkan pada tembar muka {on the face) laporan
keuangan alau Catatan atas Laporan Keuangan

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Arnggaran.
Leporan Ferubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catalan atas Laporan
Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, Faktor pertimbangan sehal diperluken bag:
penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadap
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertenty. Ketidakpastan seperti fu
diekui dengan mengungkapkan hakikal sertta tingkalnya dengan
menggunakan perumbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah dasrah

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-halian pada saat melakukan
prakiraan dalam kondisi ketidakpastisn sehingga aset atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu linggi dan kewajiban tidak dinyatakan lenalu rendah
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat (idak memperkenankan,
misalnya, pembenlukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset
atau pendapatan yang terdampau rendah, atau sengaja mencalat kewasjican
atau belanja yang terlampau tinggi. sehingga laporan keugngan menjadi tdak
netral dan lidak andal.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang
lidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi
akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dan andal
akibat keterbalasan (fmitations) atau karens alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal
yang men:mbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan
pemerintan daerah, yaitu .

1. Matenalitas;

2 Pertimbangan biaya dan manfaat: dan

3 Keseimbangan antar karaktenstik kualitatif
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1.

Materialitas

Laporan keuangan pemerintah deerah walaupun idealnya memuat segala
informasr, tetapi hanya diharuskan memuat infornasi yang memenuhi knteria
materialitas.  Informasi  dipandang  malerial  apabila  kelalgian  unhuk
mencaniumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna i@poran yang dibuat atas dasar informasi
datam laporan keuangan pemerintah daerah.

. Pertimbangan Blaya Dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laparan keuangan
pemerintah deersh seharusnya melebihi dari biays yang diperiukan untuk
penyusunan laporan tersebut Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah
daerah tdak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi aya dan
manfaat merupakan prases pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud
luga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menkmati manfaat

Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristihn kuzitatif diperukan umivk mencapai suatu
keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan rormatif yang diharapkan
dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah dasrah.

Kepentingan refatif antar karakteristik dalam berbagei kasus berbeda. terutama
antara relevens: dan keandalan. Pensntuan tingkat kepentingan antara dua
karaklerisiik kualitaiif tersebut menipakan masalah pertimbangan profes onal

J. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan Pemsrintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peeaturan

pe
1.

w

44}
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rundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengatur  keuangan Negara tkhususnya pasal 23 ayat 1
Anggaranpendapatan dan belanja negara sebagai wujud dar
pengeiolaankeuangan negara ditstapkan setiap lahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besamya kemakmuran rakyat)
Undang-Undang No. 17 Tahua 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Unc¢ang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pangslalaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negarg;
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tenlang Pemenntah Daerah:
Undang-LIndang No. 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan antara
Pemenniah Pusat dan Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolsanKeuangan
Daerah;
Peraturan Pemerinlah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuargan das
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akintansi
Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tantang PengelolaanKeuangan
Qaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Namo- 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 6322);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pa1yisihan
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemenntah Daeraky,

12. Peraluran Menter Dalam Neger Nomor 77 Tahun 2020 tentang Padornan
Teknis Pangalolaan Keuangan Dasrah, dan

13. Ketentuan-ketentuan hukum fain dan Paraturan Daerah serta Peraluran
Wali Keta Sibolga yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
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BAB -1l KEBWAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1.  Tujuan
Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajiar laporan keuangan
untuk tujuan umum (general purpose financial stelements) dalam rangka
meningkatkan kelerbandingan laporan keuangen bak terhadap arggaran,
antar penode, maupun antar entitas akunlansi.

Unluk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akurtans: ini menetapkan ssluruh
perimbangan dalam rangka penyajien laparan kauangan. pedoman struktur
laporan keuangan, dan persyaratan minimum si laporan kevangan.

Laparan keuangan untuk tujuan umum adalzh laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna
laporan.FPengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi
spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebyakan akuntansi
yang khusus

2. Ruang Lingkup
taporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis akeual.
Laporan keuangan untuk fvjuan umum adaiah laporan yang dimaksudian
unluk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna
adalah masyarakat, legislatif, lempaga pemeriksa/pengawas, pihak yang
mermberi alauv berperan daiam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
nemerinlah yang lebih bngg (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi),
Laporen keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau
bagian dan laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik jainnya
seperti laporan tahunan.
Kebjakan ini berlaku untuk enlilas pelaporan dan emilas akuntans: dalam
menyasun laporan keuangan. Enttas pelaporan yaitu pemerintah daerah,
sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

3. Basis Akurtansi
Basis akuntans: yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
yaitu basis akrual. Namun, Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdssarkan
basis kas,

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum |aporan keuangan adalah menyajikan informasi mengerai posisi
keuangan, realisasi anggaran, salkdo anggaren febih, arus kas, hasil operasi, dan
Ferubahan ekuitas suatu enttas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi kepulusan mengenai atokasi sumber daya.
Secara spasifik, juan pelaporan kewangan pemerimfah daerah adalal untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dar untuk
menunjukkan akuntabilitas ertitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan '
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1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi. kewajiban, dan
ekuitas pemenniah:

2 menyedigkan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekcenomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintsh,

3. menyediakan infarmasi mengenai sumber, alokasi. dan penggunaan sumber
daya ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai kelaalan realisasi terhadap anggarannya;

5. menysdiakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktvitasnya
dan memenuhi kebuluhan kasnya;

6. menyediakan informasi mengenai potansi pemerintah  untuk membiayai
penyalenggaraan Kegialan pemerintahan; dan

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi ketampuan entitas
pelaporan dalam mendanaij aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan infarmas! bagi pengguna mangeanai

v indikas) apakah sumber daya telah diparcleh dan digunakan sesuai dengan
anggaran; dan

2. mdkasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditstapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menysdiakan informas
mengen3i entitas pelaporan dalam hal :
Aset;

Kewajiban:

Ekuilas,

Pendapatan-LRA;

Belan;a;

Transfer;

Pembiayaan,

Saldo Anggaran Lebih;
Pendapatan-LO,

10. Beban. dan

11. Arus Kas.

DR NO AW

Informasi dalam |aporan kewangan tersebut relevan uniuk memenubi tuuan
pelaporan keuangan, namun tdak dapat sepenuhnys memenuhi {ujuan tersebut,
Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan. dapat dilapotkan bersama-
sama dengan laporen keuangan untuk membsrikean gambaran yang Iebih
komprehensif mengena aklivitas suatu entitas pelaporan setama satu periade
Pemenntah daerah menyajican informasi tambahan untuk membantu para
pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset,
separti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokas sumber
daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai sutput entitas
tdan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan. laporan kinerja kevangan,
tinjauan pragram dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas
selama porigde pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan kevangan berada paca
prmpinan  entitas, untuk  Laporan Keuangan Pemerintah  Kota Sibclga
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penanggungjawabnya adalah Wali Kata sedangkan urv‘uk Laporan Keuangan OPD
penanggungjawabnya adalah Kepala OPD

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-kamponen yang terdapal datam satu sel laporan keuangan lerdiri dan
laporan pelaksanaan anggaran {budgetary reports) dan laporan fnansial. sehingga
seluruh komponen menjadi sebagai berikut.

Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

l.aporan Parubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan,;

NP A WR -

Laporan  Arus Kas hanya dibuatkan oleh unit  yang mempunyal  fungsi
perbendaharaan vmuem daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD) dan Pemenintah Daerah (Tingkat Konsolidasi}

STRUKTUR DAN IS5

Kebijakan Akunlansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertenlu atau

pengungkapan pos-pos lainnya pade lembar muka (on face} laporan keuangan

atau dalam Catalan atas Laporan Keuangan.

Setiap komponen laparan keuangan harus diidentifikasi dengan jelas. Disamping itu

informas: berikut harus dikemukakan secara jelas pada laporan keunangan urtuk

memperolen pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan;

1. nama enlitas pelaporan dan sarana identifikass lainnya;

2 cakupan laporan keuangan, apakah lapcran entitas tunggal atau kensclidasian
dad beberapa enttas pelaporan;

3 tanggal peisporan atav periods yang dicakup oleh laporan keuangen, yang
sesuat dengan komponen-komponen laporan keuangan:

4. mata vang pelaperan;

% Dbahasa pelaporan adalah bahasa Indonesia; dan

6 tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka pads laparan keuvangan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam salu tahun

anggaran mulai dari 1 Januari sampat dengan 31 Desember. Dalam situas: ‘ertenty.

tanggal laporan suatu entitas besubah dan laporan keuangan fahungn disatikan

dengan suatu periode yang ledih panjang atau lebih pendek dari salu tahun, entitas

pelaporan mengungkapkan informasi benkut

a. alasan penggunaan peniode pelaporan tidak satu tahun,

b. fakia bahwa jumlahjumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas
dan calatan-catatan terkait lidak dapat diperbandingkan
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1.

Laporan Realisasi Anggaran

a. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan kevangan
pemerintah daerah yang menunjukkan ketaalan terhadap APBD. Laporan
Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikeiclz oleh OPD/ISKPKD/pemerintat daerah
dalam satu periode pelaporan, yaily semesteran ( untuk semesler | § dan
tahunan.

Laporar. Realisasi Anggaran dijelaskan lebih 1anjut dalam Catatan alas
Laporan Kevangan. Penjelasan tersebut memuat hal-ha yang
mampengaruhi pelaksanaan anggaren seperti kebjakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara a1ggaran
dan realisasinya, serta daftar-dafler yang merinc lebih Ianjul angka-angka
yang dianggap periu untuk dijelaskan.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran  adalah
menetapkan dasar-dasar penygjian Laporan Realisasi Anggaran untuk
pemerintah daearah dalam rangka memenuhi tujuan akurtabilitas
sebagaimana diletapkan ofeh peraturan perundang-undangan. Acapun
tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan
antara anggaran dan reafisasingg menunjukkan  tingkat ketercapaian
target-target yang telah disepakati anlara legislatif dan eksakutif sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

Ruang Lingkup

Kebijekan ini dilerapkan daiam penyajian ¢an penyusunan laporan realisasi
anggaran yang disusun dan disgpkan dengan menggunakan akuntansi
berbasis kas untuk lingkat OPD, SKPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak
termasuk pesrusahean daerah Enfitas yang menyslenggarakan akuntansi
dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun
Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran manyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisil-LRA, pembiayaan dan

s1sa lebivkurang pembrayaan anggaran dafi  suatu entitas pelaporan yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

LRA gisajikan berdasarkan basis kas sehingga panyajian infomasi realisasi

belanja hanya untuk kejadian yang sudah mengurang kas daerah dan yang

sudah masuk k& kas deerah untuk penyajian realisasi pendapatan.

Informasi lersebut bemguna bagi para pengguna laporan dalam

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekongmi,

akuntabiltes dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan

1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pengaunaan
sumber daya ekonamu;

Z} Menyediakan informasi mengenai realisasi anggeran secara
menyeluruk: yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemenntah
daerah dalam hal efisiensd dan efektivitas penggunaan anggarar.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan mformasi yang bergune dalam
memprediksi sumbar daya ekonomi yang akan diterima untuk mendana
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kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif Laporan Realisasi Anggaran dapat
menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber daya akonom: yang:

1) tslah dilaksanakan secara efisien, efeklf, dan hemat

2} lelah dilaksanakan sesuai dengen anggarannya (APED), dan

3) lelah dilaksanakan sesuai dengar peraturan perundang-undangan.

Struktur dan |s Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendagatan-
LRA, belanja, transfer, surplusidefisit-LRA. pembiayaan dan sisa
lebibvkurang pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam ssiu periods,

Da:am Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas.
berikut:

1) nama entitas pelaparan atau sarana idemfkasi lainnya,

2) cakupan entilas pelaporan,

3; peniode yang dicakup;

4) mata uang pelaporan; ¢an

8} satuan angks yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pcs-pos
sebagai berikul:

1) Pendapaladn;

2) Belana.

3) Transfer,

4) Surplus atau defisit;

5) Penerimaan psmbiayaan.

8) Pengeluaran pembiayaan,

7) Pembiayaan neto; dan

8) Sisa lebibkurang pembiayaan anggaran (SiLPA J SiKPA)

Format Laporan Realisasi Anggaran OPD adalah sebagai benkut :

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
(NAMA OFD}
LAPORAN REAL:SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun n gan Tahun n-1

{Dalam Rupiah)

No

Uralan

PENGAPATAN . | .
[ PENDAPATAN ASLI DAERAH ’ :
Pendapatar Pajek Daeran ' - L . "

Angoaran Realisas{ - % I Tahunn4
Tahunn Tabhin . Audlled

Pendspatan Retnbusi Daarah ' - 7 ' - o ;

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Uaerah

yang D psankan . X
Lzin-lain PAD yang sah . T to- .
| Jumish Pendapaian Asli Daerah : . . e -

JUMLAH PENDAPATAN - . - . -

| u:ﬂm| IFNEIEI S
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(9 ~ "BELANJA
10  BELANJA GPERAS) -
11 Belana Pagawai - T . —
12 | BelanaBeang Jasa T -
13 | Jumian Belanja Operasi .
14 | BELANJA MODAL T
15  BeanjaModal Fanan -
16 Beanja Modal Peralalan dan Masir =
17 BeanjaModal Gedung dan Bargunar
e | Belanja Modal Jalan, Irigass dan janngan -
g Belenga Madal Aset Tetmp Lainnya ) -
20 | Belana Madal Aset ot Lairmnya e
21| Jumish Betanja Modal T
' 22 [ JUMLAH BELANJA :
: 23§ SURPLUSIDEFISIT .

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

(NAMA EKPKD)
LAPORAN REALISAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,
Untuk tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember Tahun n can Tahur n-1

Sibolpa,
Kepaa OPD

Format Laporan Realisasi Anggaran SKPKD adalah setiagan berikut .

— —_— —_— ) (Dalam Rupiah]_
Anggaran Realigaai Tahunn-1
No | Uraian Taﬁm n Tahun n - Audited
1 | PENDaPATAN . ! ‘I
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH _— —_ ]
‘3 Pendapalan Pajak Daeran 1T T ; -
4 Pendapalan Refribus Dasran - I
"5 | Pendapalan Hasil Fengelolaan Kekayaan Daesan ] ) T
yafig Dlplsahkan
B | Lanan PAD yang sah - T —I
7 [ Jumish Pevidapatan Asii Daeran T !
B | PENDAPATAN TRANSFER T
5 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT AH - T -
PUSAT - DANA PERIMBANGAN :
10" | Uara Bagi Heai " LT T — ==
11 [ Dana Alokasi Umum - - T . - .
(12 | Dana Alokast Khueus — Fisik : = S
(13 | Dang Aio<ast Khusus — Non Figk N ) —1
14 Jumish Pendasatan Transfer Perenrtah Pusat = | N — T
Dana Perjmbaﬂgan o | - -
1 o o
24
§ Wl W L.




%

[”" ! Urafan ' - Anggaran Realisps " Tabun o1
Tahun n Tahunn _ Authted

PUSAT — LAINNYA

—_— i
.1_6 - Dana Insen® * Duersh - _ . - ‘_]
.17 i Dana Ctonom Khusue - ' . - -
_‘-B Dana Kaslimewaan T T . N .

19 | sumlah Pandapatan Transier Pemenntah Pusat —

Lainnya

20 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH

| ANTAR DAERAH

21 | Pandapatan Bag Hasit T 1 .

22 | Bantuan Kauaqgan T T S R ;

253 | Jumian Pendapatar Franstar Antar Daarah : : ; - .

24 | LAIN - LAIN FENDAPATAN DAERAH YANG - T 1 -

SAH

: 25 PendapatanHibah  ~ 1T T 1 -

76 Pemabﬁﬂ-ana Darurak ; : . B L
. 27 Lain Lain Pendapalan Sesuai dengan Kaleniusn ' T T
| | Peratwran Perundang-undangan i " )

28 | Jumlah Lam-ler Pendapaian Daerah yarg Sah i R S

28 | JUMLAH PENDAPATAN ' i - = =
30 | BELANJA T —
| 31 [ BELANJA OPERAS) ) '
| 32 | Betarya Pogawai ) ' - - T 1

33  Belanja Barang Jasa ' ) " A

24 Belanja Bunga ' - T : . :

_35 . Belana Suvsidi ' - ; -

26 | Belanja Hinah - N —
37| Belanja Batuan Sosial ' h R T T
33 | Jumlsh Belarya Opevasi T A E - ; N
39 | BELANJA MODAL T T T
4D Belarua"ilodal Tanah - T T - . T
|41 | 3e Selanja Modal Pevalatan den Mesin ) - - o = -

42 | Belarje Modal Gadung dan Banguaan . oL T T

| 43 | Balarpa Modal Jatan, lrugas dan jaringan T e ' -

(44 i “Belarya Modal Asat Tetap L Lanmya . i T o

45 | Belanja Modal Aset Lainnya ) = - - 7

46 | Jumiah Betana Modal ) - T T -
47 | BELANJA TAK TERDUGA

48 | Belanja Tak Terduga ' - T Ve

49 | Jumiah Belarja Tak Tetduga I : S

50 BELANJA TRANSFER T

51 | Belanya Banluan Keuangan anlar Daerah | T T

KatupatervKota B ' -

§2 | Belana Bantusn Kevangan KabupatarsKola ke I T - -
|| Daerah Provingi L . ) |

53 | Jumish Belarya Transfer - _ . - Ty - - ﬂ
64 | Jumuan BELANGA - 'I’ T :

[ | [ F B ] LINEm




Anggeran | Realisasi Tahun a1 |
: N || Semian _ Tehun n Tahun n Audited
55 | SURPLUS/DEFISIT o - I
58 | PEMBIAYAAN . T
57 | PENERIMAAN PENBIAYAAN P T T
58 | Panggunaen SILPA S - o
53 | Pencairan Dana Caﬂangan - o
60 | Hasil Parpuslan Kekayaan Dasrah yang - T T T
Drp sahkan i
(61 | Penenmazan Pinjaman Deerah - Pamaridah | T T
PJ3at i i
6Z Penarimaan Pinjaman Daersh — Pemerindah T R
Daorah Lan i i )
€3 i Perermaan Firyaman Dasvah — Lembags I T
! Kevangan Bank i i i i
€4 | Penerimaan Pigjaman Daesah - Lembags i
Keuarygan Bukan Bank i
65 | Penenmaan Pinjaman Dasrah — Masyarakal .
{Obligasi Deerah) ) i
(66 | Parierimaan Kembal Perr barian F Pnjaman ) ) T
Daersh
'_6‘.' Penenmaan Pembnaryaan anLainnya - - -
68 PENGELUARAN PEMBIAYAAN . -
69 Pembeniukan Dans Csdanga'n:l_“_ - .
70 Penyeriasn Modal Pemernish Daareh = = | =
. 7* * Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemerintah T T
: Pusal i
72 Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemesintah T i
i Dagrgh Lain
73 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lenbaga | T -
Keuanga Batk ) ) i )
74 | Pembayaran Pirjamen Daerah dari Lembaga
Keuangan Bukan Bane
75 | Pembayaran Pinjaman Dasrah dari Masyarakat
| robligass Daerah _ )
. 76 | Pembaan Finjaman Oaetah
77_| PangeiLaran Pembiayasn Lainnya - T
78 | Jumish Penpeluaran Pembayaan o -]
79 | PEMBIRYAAN NETTO T . - -
80 | Sisa Lehih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - | -
Seolga
Kepata SKPKD
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Fornat Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sibolga adalah sebagai

ber kut :

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
Urituk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tehun n dan Tahun n-1

{Da'am Rupiah)

: ' Anggaran | Realises) Tahun n-1
t No Uralen Tahun n Tatunn ! % SAuditad

1 | PENDAPATAN ' ' T

Z | PENDAPATAN ASLIDAERAH N

3 |’ Penoapatan Pajak Daersh . = & -

4 Pendapatan Relnbusi Deerah - - - B

5 | Pendagatan Hasil Pengeloiaan Kekayaan Daerah T T T o

yang Ogprsahkan )

6 | Lan-lan PAD yang =8h - E
|7 Hlumiah Pandape_;lap Asli Daarah - : -
"8 PENDAPATAN TRANSFER
"9 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH —

) PUSAT DANA PERIMBANGAN
10 pang Bagi Hasil - - = =

11 Dana Ackasi Umum - . I
12 Dans Agkasi KhJsus - Fisik - » T R

13 Dana Aokasi Khasus — Nan F|s|k y T e _

14 umlah Feadapatan Trensfer Pemerintar Pugal -

___Dana Permbangan .
15 PENDAPATAN TRANSFER FEMERINTAM ]
PUSAT — LAINNYA
16 Dana insanuf Dasran - .
I " Bana Otonam Khusus T - .
' ‘B | Jana Keistmewaan - . - T L T
‘9 | Jumigh Pendapatas Tranefar Pemerintah Pusal — | ' _ 7]
Lannya - ' i i

20 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
- ANTAR DAERAH
I Pendapatar Bag "Has:l - - =
22 | Baniuan e. 1angar - B -

(23 | Jumlan Pendapalan T-ansfer Anta- Dserah . i
© 24 | LAIN = LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG o
SAH !

25 | Peadapaian Fisah -

26 | Pendspatan Dana Darret - P —
27 | Lain Lain Pendapatan Sesua dengan Keter tuan - '_'
Paraturan Parundang-undangar ) )

22 | Jumlah' Lainlain Pendapatan Dassh yang Sah . R e .

28 | JUMLAH PENDAPATAN - - TV T -
30 | BELANJA .

31 | BELANJA OPERASI - - :
32_| eetana Pegawsi i . ! - T
27
| Pkl R I 1" N |




- — Angigaran | Reallgasi | a | Tahunn-1 |
o L o Tahunn Tahunn Audited
33 Belanp Barang Jasa . .

34 Belana Buage - LT
35  Bealana Suask - - -
38 Belgnis Hinah — |
37 Belania Bantuar Sasial - - T
3@ Jumkih Belanja Dperesi - - R

39 | BELANJA MDDAL )

+ 40 | | 2elana Modal Taneh - - - .

41| Setanjz Modsl Peralatan dan Mesin - - . -

i’{ ‘Belanjs Modal ‘Geaung dan Bangman - - . -

43 | Eelane Modal Jglan, Figas danjanngan - - - -

44 | Belanye Modal Asel Tetap Lannya . =~ 1 =

45 ' felarya Madal Aset Lainnya - . -

.45 | Jumlah Belanja Madat . - T

_47 [ BELANJA TAK TEROUGA

_48 | Belana Tak Tatduga I N

_43 [ Jumlan Belanja Tak Torduga L -]

60 | BELANJA TRANSFER i
51 | Belana Bartuan Keuangan antar Daarah

Kebupaten/Kota £
52 | Belanja Banluan Keuangan Kabupaten Kata ke : 7
Daeran Provinsi ) } }

[ 53 | Jumiah Helar|a Transler - - -

|54 | JUMLAH BELANJA - - . .
56 | SURPLUS/DEFISIT - - -

36"} PEMGIAYASN =
67_| PENERIMAAN PEMBIAYAAN ST T

| 58 | Ferggunaan SILPA R -
59 | Fencaran Dara Cacangan : ]
£0 | Masil Pérjualan Kekayaan Daerahyany | T S

| Dipisekan ) }

€1 | Penarmaan Pryaman Daerah — Pemeniniah
|| Pusat )

62 | Penermaan Pwnjaman Dasrah — Pamarintah

Caerah Lein ) ) )
63 ° Penarimaan Pinjaman Dasrah — Lambaga D
___Keuangan Bank ) )

B4 Penanimaan Pinjaman Daersh — Lembaga
| _. . Kauangan Bukan Bank } ) )

£S5  Panarimaan Pinjaman Dacrah — Masyara<at ) i
; _ {Obligasi Daeran) ) }

86  Panerimaan Kembah Pemberian ijaman ) B o
___ .. Daeran ) ) i i

B7  Panerimaan Pemb-aysan Laninya = |

68 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - . .

89 Pembentukan Dana Cadangan ' A
70 Penyertaan Modal Femesinteh Daserah - - T

71 { Pembayarar Pinjaman Deerah dari Femerimal - T "
L | Pugst ) T )

72 | Pembayarar Finjaman Daera dari Pemerintah

Daersh Lain ! ) -
73 [ Pembayaran Pinjaman Dasrab dari Lembaga T B
_| Keusngan Bank. - } ) )
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gNo

Anggaran | Realisasi o | TAMWNRAT

2.

raien Tahun n Tahun n Audited
74 | Pembayaran Pinjaman Daersh dan Lerrbaga T
Kevangan Bu«an Bank B - . -
'?".S_Er.‘lbayaran Finjaman Daarat deari Magygwl' ) | ' )
{Obligagi Daerah)
| 76 " Permtenan Pinjaman Daerah e ‘ A B -
77 . Pergeluaran Fombiayaan Lainnys - - - . T
+ 78 | Jumlzh Pangsluaran Pembiaynan . . T P - -
79 | PEMBIAYAAN NETTD . S T
| 80 | Siwa Labih Parnbiayaan Anggaran {SILPA) ) . - -
Sitalga.,
WALIKOTA

e. informasi Yang Disajikan dslam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan

alas Laporan Keuangan

Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, dan rincian lebih fanjut jenis pendapetan disapkan pada Catatan
etas Laporan Keuangan. Akun pendapalan yang harus disajikan dalam
laporan realisasi anggaran berdasarkan kefompok pendapatan sampai pada
kode rekening jenis pendapatan, seperli Pendapatsn Pajak Daerah.
Pendapalan Reinbusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran. belanja disgjikan menurul jenis belanja.
Klasifikasi belartjia menundt fungsi gisajikan dalam Catalan atas Lagoran
Keuangan,

Laporan Perubahan Saldoc Anggaran Leblh
a. Lapcran Perubahan Saldd Anggaran Lebih menysjikan secasa
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1) Saldo Anggaran Lebibh awal;
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,
3) Sisa LebihfKurang Pembiayaan Anggaran lahun berjalan.
4} Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya:
&} Lain-lain;
€] Saldo Anggaran Lebih akhr,

b. Di zsamping itu, pemerintah daerah menyajkan nncian lebih lanjut ¢ari

unsur-unsur yang lerdapal dalam Laporan Perubahan Saldoe Anggaran
Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.




Formal Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  Pemerinlah Kola
Sibolga adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
LAPORAN PERUBAHAN SALDD ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

. {Ualam Rupah}

Urgisn CToAxXt | z0x0
Sakdo A1ngaran Lebih Awal B B R —
P_enbgunaar $AL sebagai Penarimaan Pbmo;ayaan Tehun
Berjalan i -
| Subtesal i _ ' S :
| Sisa LebnKurang Pembliiy.an Anggaran (SILPAISIKPS) -
Subtesl B ' : - T

Koraks| Kesalatar Pembukuan Tahan Sebalumnya ) =

Lam-lar -

I z .-
®R|~4. D 5"#’ M.-—\z
| I ;°|.

Saldo Anggaran Lebih Akhir T -

Sibolga,
WALI KOTA

3. Neraca

a. Tujuan Kebijakan dan Neraca
Tujuan Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Neraca adalah menstapkan
dasar-dasar penyusunan dan penysjian Neraca unluk Pemearnintah Daerah
dalam rangka memenuhi lwjuan akuntabiltas sebagamana ditelapkan
oleh peraturan peruncang-undangan. Nevaca menggambarkan posisi
kauangan suatu enttas akuniansientitas pelaporan mengenai aset.
kewapban, dan ekuitas dana peda tanggal tertenlu.

b. Ruang Lingkup
Kebifakan ini dilerapkan dalam penygjian Neraca yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akunlansi berbasis akrual unluk tngkat
OPD, SKPKD, dar. Femerintah Dasrak:

¢. Klasrikasi dan Jsi Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan svatu entitas
akuntansi/pelaporan mengensi asel, kewajiban, dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu. Setap entitas  akuntansienlilas  peaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non fancar sena
kewaiban menjaedi kewajiban jangka perdek dan jangka panjang ¢alam
neraca.
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Setiap entitas akuntansijentitas peiaporan mengklasiikasikar asetnya
dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya
menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
Setiap entitas akuntansiertitas pelaporan mengungkapkan setap pos
aset dan kewajiban yang mencakup jumlah- jumlah yang diharapkan aksn
diterima atau dibayar dalam wakiu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan dan jumiah-jumiah yang diharapkan akan direrima alay dibayar
dalam wakiu lebih dari 12 (dua kelas) bulan,

Apabila suatu enlitas akuntansientitas petaporan menyediakan barang-
barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegratan pamer niahan.
perdu adanya klasifikasi tarpigah antara aset lancar dan non lancar dalam
neraca untuk memberikan informasi mengenai berang-barang yang akan
dgunakan daiam periode akuntansi benkulnya (seperti persediaan) dan
yang akan digunakan untuk keperiuan jangka panjang (separti inventar sj.
Informasi tentang tanggal jatuk tempo aset dan kewajban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas den solvabilitas suatu  entitas
akuntansifentitas pelaporan. Informasi tentang tanggai penyelesaian aset
non keuangan dan kewajiban seperli persediazan, bangunan/ gedung dan
hutang serta cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakak aset
diklasifkasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan Kkewsjiban
diklasi‘ikasikan sebagal kewajiban jangka pendek dar jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikui dan disajikan
secara komparalif dengan tahun sebelumnya:
1} kas dan setara kas,

2} investasi jangka pendek:

3+ piutang pajak dan bukan pajak,

4) persediaan;

5! investas! jangka panjang:

6) aset tetap:

77 kewajiban jangka pendek;

B kewajiban jangka panjang; dan

9! ekuitas.

Pos-pos sefain yang disebutkan di atas disajikan dalam Nersca jika
penyajian demikian dipandang perlu untuk menyajikan secara wajar posisi
kauangan svatu entitas akuntansifentitas pelaporan.

Pertimpangan disajkannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan
pada faktor-faktor benkut inic

1) Sifat. likuiditas, dan materialitas aset;

2) Fungsi pos-pos tersebut dalam enlilas akuntansifentitas pelaperan:

3) Jumlah, sifal, dan jangka waktu kewajiban.

Asel dan kewajban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapal diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelomptk
aset tetap lertertu cicatat atas dasar biaya perolehan dar kelompok
lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diesbmasikan (misal, aset darn
hibah dan alau rampesan perang).
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¢ Penyusunsan Neraca OPD
Seteleh melakukan proses akuntansi atas (ransaksi-transaksi xeluangan
mauvpun transaksi-transaksi non keuangan, PPK OPD melakukan jurnal
penutup. selanjuinya menyusun Neraca OPD. Neraca i menyajikan
informasi tentang posisi keuangan OPD mengenai aset, kewajiban dan
ekuilas dana pada tanggal tertenty.

Format neraca OPD adalah sebagar benkut

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
{(NAMA OPD)
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0

Ursian _ - 20%1 T 20%0

ASET .
ASET LANCAR
Kes dan Setara Kas
Kas dibandahaa Penarmean
Kas dibencahara Pengeluaran

_Piulang Paak

Pu-lang Ratr!Duztil - B o '
~_Puwiang Lainnya ' ) T .
Panyisnan Piutang
Beban dnt:ayar dimuka
Persediaan B r
Jumlar Asat Lencar T

__ASET TETAP

__Taran
Peralalan dan Mesin

o Gedung dan Bangunan

‘_ Jalan wgas: dan Janngan

Asel Tetap Lannya

Konstruksr dalam Pangerjaan

AKumulas _Paryusutan

“Jumish Asel Tatap

| ASET LAINNYA
Tagnhzm Jangks Par Pammg
Tagiran Penjuatan Angsuran
. Turtu'en Ganti Rugl
Komnraan dengan Piha< Ketiga
Asel Tak Berw jud
Asat 1 AIr-lain

Akumulasi Amoriisas Ased Tidak Berwujug

Akunulasn Penyusuran Ase! Laminys

Jumleh Aset Lannya

JU MLAH ASET

L — | —J
| KEWAJIBAN JANGXA PENDEK T T T :
Utang Pemnlungan Pirak Xet ga {PFK-
Pcndapa'an dttenma tvnuka
_ang Eelmpa
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_Utang Jangka Pandsk Lainnys 1
“Jumlah Kewajiban Jengka Pendex . -

Uraiap ' | 20X1 . 20x0

JUMLAH KEWAABAN

|

EKUITAS

EKUITAS
Suplus.fDofml-LO
Ekmtas uriuk dlkonsolldasman

JUMLAH KEWANBAN DAN EKUITAS

Sibotga,
Kepala OPD

2. Penyusunan Neraca SKPKD/PPKD

Sebeglum menyusun neraca SKPKD yang dihasilkan dari proses akuntanst,
teretsh dehula dibuat jurnal penyesuaian, Jurmal penyesuaian ini
dimaksuckan agar akun dan nilai dari akut-akun reraca sudah
renunjukkan posisi dan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Panyasuaian
ini melipudi antara lain : penyesuaian untuk akun dan ila piutang
perdapatan. akun dan jumlah persediaan, serla nilai akur asel telap

Agar penyusunan dan penygjian neraca sesuai dengan kebijakan dan
standar ekuntansi maka penyusunan dan peryajian neraca tersebut harus
mengikuti kebiakan dan standar skuntansi terdang asel, kewajiban dan

N

I ASET

ekurtas dana yang diatur dalam kebiakan akuntans ini.

Format neraca SKPKD/PPKD adalah sehagai terikut :

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
(NAMA SKPKD)
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam R ipinh)

Uraian

20X1

ASET LANCAR

Kas dan Setas Kas

" irvestas Jangka Pendek

l

20%0

Krs dr Kas Daarahn

Kes dinendahara Pansrimaan

Kas dibendahara Penguiuaran

Kas Lainnya
setara Kas

Puutang Pejek
F’lulang Ra‘rib s

PiLdarng Has ( Pergelolaan Kskeysan Daersh yang Dipisahkan

Pluiang Lain-lgir PAD yang Sah

P-uiang Transter P Pemerntah Pusat

Putang Transfer Antai Daerah

1 ME N ]}




Ul'aiﬂ.l.l.

20x1

20X0

 Piulang Lainnya

Panyisihan Piutang

Beban dibayar dimuka

Persediaan

Asem Uru.uk D konsolidasikan
T Jumiah Asat Lant.m

[ INVESTASI JANGKA PANJANG

lnvesla& Nan Perm gnan

Inves asi Kepada BUMN
Investasi Kepade BUMD

Invoszaa dalam Qtligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulr

Jumlgh lngeu@'si Non R.gnnmm

Investasi Permanan
Peryertaan Modal Pamemlah Daetah

INvexLasi - F'embenan Pinjaman Daeran

Jumlah Investasi Permanan

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASETY TETAP
Tanah
Pearalatan dan Masin

Gedung den Bangunan

_Jawan, irigasi dan Jarngan

Aset Terap wginnya

Konstruksi dalam Pengeraan
Aku'hulssl Penyusuian
~Jumlah Aget Tmp

_DANA CADANGAN
Dana Cadengan

Jumleh Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tag han Jang«a Panjmg

Tagihan Penjualan Angsu ‘an

Tuntulan Ganli Ruy

) Kermtraan dengan Phak Ketlga
Aset Tak Berquud

" Asat Laln-laln

AkUMuIgS: Amon sasi Asst Tidak Bemqud

Akum- JIAs: peﬂyusutan Asst Lainnya

Jumiah Aset Lalnnya
JUMLAH ASET

KEWAJ(BAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Ulang Peshitungan P hak Kaliga (PFK)

Ulan3 Bunga

Utang Pmyaman Jangka Perdek

Bagian Lancar \Mang Jangka Panwng

Pencapatan ditera dimuka

i Uteng Balanja o i

Lteng Jangka Peade« Lainnya

Jumieh Kewajiban Jangka Pondek
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Uralan ' 20X9 200
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG T T '
Utang kepaca Pemearntah Pusat
"~ Utang kep kepada Lembaga KeJangan Bank
Ulang kepads Lembaga Keuangan Bukm Bank
L Utang kepeda Mas;raakal (Obligasi)
__ Prarmum (Dlskuﬂo] Obligasi

Jumiah Kewajlban Janglm Panjang ) B p
' JUMLAH_!(gWMIBAN i

EKUITAS
EKUITAS
Su(plua'Defisit- LO

_JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Sibelga,
<epala SKPKD

T Penyusunan Naraca Gabungan (Konsolidasi)

Neraca gabungan Pemerirtah kota Sibolga disusun pada akhir tahun
anggaran Dalam penyusunan laporan Keuangan gabungan ini.
rekening-rekening yang sifamya resiproka (timbal balik antar unit dalam
satu Pemda) harus dihilangkan terlebih datuiu. Mekanisme
penghilangan akun resiprokal tersebul. yailu melalui proses eliminas
akun-akun resiprokal. Akun-akun resiprekal yang teriadi dalam s.stem
akuntansi keuangan Pemerintah Kofa Sibolga ini adalar akun RK-QPOD
dan zkun RK-PPKD alau RK Pusat, Akun RK-OPD dicatat oleh PPKD,
sedangkan akun RK-PPKD atau RK Pusal dicatal gleh OPD Kedua
akun tersebut digunakan untuk menggambarkan (ransaks yang
dilakvkan antar unit tersebul, dan gkan berpengaruh terhadap neraca
kedua unit terseput. Hal i tenadi karena huburgan OFD dan SKPKD
ada.ah hubungan Pusat-Cabang. Dimana PPKD SKPKD bertindak
sabagai kantor pusat, dan OPD bertindak sebagai kanlor cabang. letapi
keduanya adalab satu entitas pelaporan, vaitu entitas pelaporan
Pemenniah Dasarah.

Format neraca konsolidasi adalah sebagar berikut :
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PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X%0

{Calam Ruplah:

Ur_d'an

[ ASET
ASET LANCAR ~
Kas dan Sala.ra Kas

I
.._!

0| zx0

Kas di Kas Dagrah

Kas dbendahara Pene-imaan

- —

Kas dbondanara Pengataran

“Kas o BLUD

Kas Dana BOS

~KasCana Kapies pada FKTP

Kas Lainaya

Sefora Kas
Investas Jangka Pandak
Pu.rtang Pajak
Piutang RelrlbUS|

Pivtang H Hasi Pengelulaan ekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pu.tang LainJain PAD yeng Sak

" PiLtarg Feansler P2merinah PLsal

Pitarg Transler A-tar Deerah

Pilarg Lanaya
Penyisinan Pll._JIaﬁr_:
___Baeban citaya’ tinuka
Parsedlaan

Jumiah h Aset Lm

INVE STASI JANGKA PANJANG

Inves1as| Nor Parmanen

Investas: Kapada BUMN

Invastas: Kapada BUMD
' Investas: dalam Ob-igas

I;_ _ Investas dalam Prcyek Pembangunan

Dana Bergullr ' B
' Investasl Permanen

Jumlah lnmlasl Non Parmanen
Penyenaan Modal Pemarirtan Daergh

Irvas as —

Pemberian Pvnja*‘ #n Daergh

Jumlah Investasi Pcm'lenan

ASET TETAP
Tanah
Peralalan dan Mes:n

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

" Gedung den Ban Bangunan

_Jalan, ingasi dan Jaringan

Asat Tetap Lainnya

Konslruks: dalam Pengerjaan

Akumulasi Panyusiian
L Jumlah Aset Ymp

g DAN& CADANGAN

Dana Cada193n

Jumfah Dana Cadangan

_ ASETLAINNYA




Uraian

i Tar Tagnr'an Jangka Panjarg

Taginan Penualm Angsum

Tuntutan Garti Rugl .
Kemitragn dengan Pihak Katiga
Aset Tak Borvjod i

Aset Laindain

Akumulasi Amor sasr Assl Tidak Berwujud

Akumulasn Penyusman Asat Lairnys

Jumiah Aset Lainnya

_ JUMLAH ASET

KEWMIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PE\IDEK

Utang Bmga

_Utang P:n,amm Jangka Pendek

" Bapian Lancar Ulang Jangka FPanjang

Perdapalan ditenma dimuke

Uteng Belznga
Uteng Jangka Pendek Lannye
Jumlah WIMn Jlngka Pendek

[ KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
| Utang kepada Pomerintah Pusat

__ U1ar-g kepaaa Len baga Keuangan Bank

Uiar‘g kepada Lanrtage Keuangan Bukan Bank

Utarg kepada Masyarskat (Qbligasi)

Premmum (Liskarla} Dbligasi

__ JUMLAH KEWAJIBAN

-

Tx'ums T

.lumlah Kewajlban Jangka Paﬂli-'ﬂg _

EKUITAS

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Sinoiga.
WALI KOTA

0. Informasi Yang Disajikan Dalam Meraca dan Catalan Alas Laporan

Keuangan

Suatu entitas pelaporan mangungkapkan, dalam neraca maupun dalam
Catatan atas laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan,
yang drklasrfikasikan dengan cara yang sesuai dengan opetasi enutas
yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjul. blamana

perly, sesuai dangan si‘atnya.

Rincian yang tercakup dalam subkiasifikasi di Neraca alau di Catalan
alas Laporan Keuangan diatur pada Kebjyakan Akuntensi ini dan
tergantung matenalilas jumlah pos yang barsangkutan.
Pengungkapan untuk setiap pos:




1} Piutang dinnci menurut jumiah piutang pajak, prutang etibusi,
piutang penjualan cicilan, pihak ketiga, vang muka, dan piutang
lainnya; (lihat kompenen riil dalam neraca Kola S.bolga),

2) Peisediaan diinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang
mengatur akuntans untuk persediaan;

d) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sasusi dengan
kebijakan yang mengalur tentang aset tetap:

4) Dana cadangan diklasifikasikan sesvai dengan paruntukkannya,

S} Pengungkepan kepenlingan pemerintal dasrah dalam perusahaan
daerahlainnya adalah jumlah penyertaan yang diberiken, tingkat
pengendalian dan matode penilaian.

4. Lazporan Operasional

a. Tujuan Kebijakan dan Laporan Operasiona|

C.

Tujuan Kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-gasar
penyajian Laperan Operasional untuk Pemerintah Kata Sibalga dalam
rangka memenuhi lujuan akuniabiltas penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana ditetapkan cleh peraturan perundang- undangan yang
berlakuy.
Adapun tujuan pelaporan aperasional adalah memberikan informasi
tentang kegiatan operasional ksuangan yana tercerminkan dalam
pendapatan-LO, bebar dan surplusfdefisit operasional dari sualu entilas
pelaporan yang penyapannya disandingkan dengan perode sebelumnya.
Laporan Operasional disajiken  sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Dalam situasi terlentu, apabila tanggal laporan suatu enttas
berubah dan Laporan Operasional lahunan disajikan dengan suatu
paericde yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus
mengungkapkan informasi sebagai beriked.
1} Alasan penggunaan penode pelaporan tidak satu tahun:
2} Fakta bahwa jumlahjumiah komparatif dalam Laporan Operazipnal
dan catatan-catatan terkan lidak dapat dipsrhbandingkan.

Ruang Lingkup

Pemerintah Kota Sibolga sebagai enttas pelaporah wajib menyusun
Laporan Qperasional untuk melengkapi pelaperan dari siklus akuntanss
berbasis akwual (full accrual accounhng cycle) sehingga penyusienan
Laporan Operasional, Laporar Pemubakan Ekudas, dan Neraca
mempunyé&: keterkanan yang dapet dipertanggungjawabkan.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

Pergguna faporan membutuhkan Laporan Operasignal daam

mengevaluasi pendapatan-LOQ, dan beoan untuk menjalankan suatu

uhit atau seluruh entitas pemenntahan, sehingga Laparan Operasional
menyediakan informasi sebagai berikut;

1} mengenai besamya teban yang harus dilarggung oleh pemerintat
untuk menjalankan pelayanan;

2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kenerja pemerintah dalam hat efisiensi,
efekiifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
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3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan
diteima untuk mendanai xegiatan pemerntah dasran dalam
pericde mendatang dengan cara meayejikan laporan secara
komparalif;

4) mengenai peaurunan skuitas (bila defisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasianal).

Struktur dan Isi Leporan Operasional

Struktur Laporan Operasicnal mencakup pos-pos sebagai benkut:
1} Pendapatan-LO;

2) Beban,

3) Surplus/Defisil dari operas:,

4) Surplus/Defisit non operasional;

5) Surplus!Defisil sebelum Pgs Luar Biesa:

6} Delisit Non Operasional’

7) Beban Luar Biass,

8) Surplus/Defisd-LO;

Lapcran operasional menyajikan pos-pos tersebut secara wajar dan
komparatif

Laporan Operasional harus memiliki identifikasi yang jelas jixa
dianggap perly. diulang pade setiap halamaa laporan, informass
sebagea berikut:

1) Nama entdas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.

2) Cakupan entitas pelaporan;

3) Periode yang dicakup,

4 Mata yang pelaporan, dan

5} Satuar angka yang digunakar.

Laporan operasional menyajikan berbagar unsur pendapalan-LO,
beban. surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defist dar
kegiatan non operasional, surplus/defist sebelam pos luar biasa, pos
luar biasa, dan surplusfoefisit-LO. yang diperlukan untuk panyajian
yang wajar secara komparatif.

Laporan operasional dijglaskan labih Janjul dalam Catatan alas Laporan
Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivilas
kevangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan rmoneter,
seta  daflar-daflar yang merinci febih lamut angka-angka yang
dianggap periu unfuk dielaskan.

Daleam laporan opgrasional haius diidentifikas kan secara jelas, dan.
Jka dianggap periy, divlang pada setiap halaman laporan, informasi
berikut

1) Nama entitas pelaporan atav sarana identifikasi lainnya;

2) Cakupan emitas palaporan,

3) Pernode yang dicakup;

4) Mala veng pelaperan; dan

3} Satuan angka yang digunakan.

Laporan aperasional menyajikan pos-pos sebagai berikut

1} Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
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2) Beban dari kegiatan operasional:

3) Surplusidefisit dari kegistan operasional.
4) Kegatan Non Cperasional;

8) Surplus/defisil sebelum Pos Luar Biasa;
6} Posiuarbiesa;

71 Surplusfdefisit-LO,

Saldo Sumplus/Defisit-LO pada akhir penade pelaporan dipindshkan ke
Laporan Perubahan Ekuitas

Format Laporan Opserasional OPD adaleh saebagai berikut;

PEMERINTAM KOTA SIBOLGA
{NAMA OPD)
LAPORAN QPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 20X~ DAN 20%XD
. ) |Dalam Rupiah)
Uralan . 20X1 ! 20X0

KEGIATAN OPERASbOIM.L
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daaran :
Pendapaian Relritus: Oas-ah . . . ; I
Jumlah Pandapatar; AzB Daerah ) )
JUMLAH PENDAPATA.N

BEBAN
' BEBAN OPERASI
Baben Pegawa '
Beban Barang dan Jata
Beban Subsici
Beban Hibhah
Reban Baruan Sosial
Reban Penyisihan Pulang
Jumlah Beban Qgeras|

"BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISAS|
i Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Denyusman Gadung den Banguran
Beban Penyusl.lan Jalar, Ingasi nan Janngan
Beboan Penyusulan Aset Tetap Lannya .
"~ Beben Penyusuian Asel Lainnya
Beban Amotisasi Asel Tak Barwupd
Jumlah Beban Pmyusum dan Amortisasj
JUMLAH BEBAN

—l - —

. . - - - l - - ..
l SURPLUS/IDEFISIT LO , [ 1

Sibolga,
Kepala OPD
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Format Laporan Operasional SKPKD Pemerintah Kota Sibolga adalah

sebagai berikut :

(NAMA SKPKD)

Uraian

KEGIATAN DPERASIOMAL
PENOAPATAN

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

LAPCRAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKMIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20%0

20¢1 |

(Calam Rupsah
Z_U”X:O

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendepatan Pajak Oaeran

Pendapatan Retribusi Daerah

Fendepatan Hesit Penge okaan Kakayaan Dasfak yang
Dipisshkan
Lein - Lan PAD vang sah

Jurmiah Peodapann ‘Asli Daaran

~ PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAN PUSAT - DANA
_ PERIMBANGAN

“Dana Bagu Hasﬂ

Dana Alokas: Khusus - Fisik

_ Dana Alckasi Khusus — Nen Fisik

Jumiah Pendapatan Tronafer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER AI'ITAR DAERAH

_____ Pendapatan Begi Has -
Barduan Keuangan

Jurtlah Pendapatan ¥ransfor Antar Daorah

Total Pendapstao Transier

LAIN — CAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH

Fmdapatan Hiban
Pendapaten Qana Dan.ral

Lawn-lain Pandapatan sesuai dergan kearilan paraturan
Perundang-undangan
Jumlah Laln4am Pundapmn Daarah yung 8ah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

__BEBAN OFERASI

Beban Pagawai

Bsban Sarang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Sabsidi

Baban Hivan
Baban Bantuan Sosial

el o

Baban Panyisinan Piulang

Jumizh Beban Operasi

‘ BEHAN PE